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ABSTRAK

Peningkatan kapasitas aparatur desa dalam manajemen pemerintahan yang transparan dan
akuntabel merupakan kebutuhan mendesak dalam rangka mewujudkan tata kelola
pemerintahan desa yang lebih baik. Kabupaten Simalungun sebagai salah satu wilayah dengan
banyak desa menghadapi berbagai tantangan dalam hal kompetensi aparatur, pemahaman
regulasi, serta pemanfaatan teknologi informasi. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan
untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan, pendampingan, dan
implementasi teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan desa. Metode pelaksanaan
program ini meliputi pelatihan intensif, simulasi studi kasus, serta penerapan teknologi
informasi sebagai alat bantu dalam pengelolaan administrasi desa. Hasil kegiatan menunjukkan
adanya peningkatan pemahaman aparatur desa terhadap prinsip good governance, keterampilan
administrasi, serta transparansi dalam pengelolaan anggaran. Selain itu, penerapan teknologi
dalam administrasi desa terbukti meningkatkan efisiensi dan partisipasi masyarakat dalam
pengambilan keputusan. Namun, masih terdapat tantangan dalam implementasi program ini,
seperti keterbatasan sumber daya manusia yang melek teknologi dan resistensi terhadap
perubahan. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang lebih efektif serta dukungan
dari berbagai pihak untuk memastikan keberlanjutan program ini. Diharapkan, program ini
dapat menciptakan perubahan sistemik dalam tata kelola pemerintahan desa yang lebih
transparan, akuntabel, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara
berkelanjutan.

Kata Kunci: Manajemen pemerintahan desa, transparansi, akuntabilitas, peningkatan
kapasitas, teknologi informasi.

ABSTRACT

Increasing the capacity of village officials in transparent and accountable government
management is an urgent need in order to realize better village governance. Simalungun
Regency as one of the regions with many villages faces various challenges in terms of
apparatus competence, understanding of regulations, and utilization of information
technology. This community service program aims to increase the capacity of village officials
through training, mentoring, and implementation of information technology in village
governance. The method of implementing this program includes intensive training, case study
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simulations, and the application of information technology as a tool in managing village
administration. The results showed an increase in village officials’ understanding of good
governance principles, administrative skills, and transparency in budget management. In
addition, the application of technology in village administration is proven to increase efficiency
and community participation in decision-making. However, there are still challenges in
implementing this program, such as limited technology-savvy human resources and resistance
to change. Therefore, a more effective communication strategy and support from various
parties are needed to ensure the sustainability of this program. Hopefully, this program can
create systemic changes in village governance that are more transparent, accountable, and
able to improve the welfare of village communities in a sustainable manner.

Keywords: Village government management, transparency, accountability, capacity building,
information technology.

PENDAHULUAN

Pemerintahan desa memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pelayanan publik, serta pembangunan masyarakat (Suharto, 2020). Namun, dalam praktiknya,
masih banyak aparatur desa yang menghadapi tantangan dalam menjalankan tugas mereka
secara transparan dan akuntabel. Kabupaten Simalungun, sebagai salah satu wilayah yang
memiliki banyak desa, menghadapi berbagai tantangan dalam manajemen pemerintahan desa,
seperti kurangnya pemahaman tentang regulasi, rendahnya kompetensi manajerial, serta
keterbatasan dalam penggunaan teknologi informasi (Siregar, 2021). Dalam beberapa tahun
terakhir, berbagai kasus maladministrasi di pemerintahan desa sering kali terjadi akibat
kurangnya pemahaman aparatur terhadap regulasi yang berlaku (Permana, 2019). Hal ini
menyebabkan kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kebijakan
desa. Masyarakat sering kali tidak mendapatkan akses informasi yang cukup mengenai
penggunaan dana desa, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah desa

(Setiawan & Hidayat, 2022).

Kesenjangan antara kebijakan tata kelola pemerintahan desa yang ideal dengan realitas di
lapangan menjadi perhatian utama dalam penguatan manajemen pemerintahan desa. Aparatur
desa sering menghadapi kendala dalam implementasi kebijakan, baik dari segi kapasitas SDM
maupun dari keterbatasan infrastruktur pendukung (Prasetyo, 2020). Oleh karena itu,
diperlukan pendekatan sistematis dan terstruktur untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa

agar dapat menjalankan tugasnya secara lebih efektif dan efisien. Penguatan tata kelola
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pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel menjadi kebutuhan mendesak dalam upaya
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Kurniawan, 2021). Keberhasilan dalam tata
kelola pemerintahan desa tidak hanya bergantung pada aspek regulasi, tetapi juga pada
pemahaman, keterampilan, serta komitmen aparatur desa dalam menjalankan tugasnya dengan

prinsip good governance (Santoso, 2020).

Sebagai bentuk inovasi dalam peningkatan kapasitas aparatur desa, program pengabdian
masyarakat ini menawarkan pendekatan berbasis pelatihan intensif, pendampingan langsung,
serta penerapan teknologi informasi sebagai alat bantu dalam meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas pemerintahan desa (Hidayat, 2018). Melalui pendekatan ini, diharapkan aparatur
desa dapat lebih memahami konsep tata kelola yang baik serta mampu
mengimplementasikannya secara langsung dalam tugas sehari-hari. Program ini juga dirancang
untuk mengatasi kesenjangan antara teori dan praktik dalam manajemen pemerintahan desa.
Melalui studi kasus dan simulasi, para peserta pelatihan akan mendapatkan wawasan yang lebih
mendalam tentang cara menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan administrasi desa

(Putra, 2022).

Selain itu, penguatan kapasitas aparatur desa juga mencakup aspek kepemimpinan dan
komunikasi publik, sehingga mereka dapat lebih efektif dalam menyampaikan informasi
kepada masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan
(Rahman, 2019). Dengan demikian, program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan
keterampilan teknis, tetapi juga membangun budaya pemerintahan desa yang lebih inklusif dan
responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan
dapat menciptakan perubahan sistemik dalam tata kelola pemerintahan desa, sehingga prinsip
transparansi dan akuntabilitas dapat menjadi bagian yang melekat dalam setiap aspek
penyelenggaraan pemerintahan desa (Fauzan, 2023). Dampak dari program ini diharapkan
tidak hanya dirasakan oleh aparatur desa, tetapi juga oleh seluruh elemen masyarakat yang

bergantung pada pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah desa.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini memiliki urgensi yang
tinggi dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik. Dengan adanya
intervensi melalui pelatihan dan pendampingan yang sistematis, aparatur desa di Kabupaten
Simalungun diharapkan dapat meningkatkan kapasitas mereka dalam menjalankan

pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
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TINJAUAN PUSTAKA

1. Manajemen Pemerintahan Desa

Manajemen pemerintahan desa mencakup berbagai aspek, termasuk perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan yang diterapkan di tingkat desa
(Suharto, 2020). Pemerintahan desa yang baik harus memiliki sistem yang mendukung
transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan
(Santoso, 2020). Dalam konteks desentralisasi, pemerintah desa diberikan kewenangan
yang lebih besar untuk mengatur dan mengelola sumber daya desa secara mandiri
(Kurniawan, 2021). Oleh karena itu, penguatan tata kelola pemerintahan desa menjadi
faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan publik di tingkat
desa.

Selain itu, sistem manajemen yang efektif dalam pemerintahan desa juga harus
mencakup aspek perencanaan pembangunan desa yang berbasis data dan kebutuhan
masyarakat (Fauzan, 2023). Dengan demikian, implementasi kebijakan yang dibuat
dapat lebih tepat sasaran dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat desa.
Manajemen pemerintahan desa yang baik juga memerlukan sinergi antara pemerintah
desa, masyarakat, dan pihak terkait lainnya agar setiap kebijakan yang diterapkan dapat
berjalan secara optimal (Setiawan & Hidayat, 2022).

2. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pemerintahan Desa

Transparansi merupakan prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan desa yang
bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang diambil dapat
diakses oleh masyarakat luas (Hidayat, 2018). Dengan adanya transparansi, masyarakat
memiliki kesempatan untuk mengetahui, memahami, dan memberikan masukan terkait
kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah desa. Hal ini dapat meningkatkan
partisipasi masyarakat serta memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan
warganya. Akuntabilitas juga berperan penting dalam membangun kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintah desa, terutama dalam pengelolaan dana desa yang
sering kali menjadi sorotan (Setiawan & Hidayat, 2022). Pemerintah desa harus
mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan kebijakan yang dibuat, baik dari aspek
administratif maupun penggunaan anggaran. Akuntabilitas yang baik dapat
meminimalisir penyalahgunaan wewenang serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan

program pembangunan desa.
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Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan desa dapat diwujudkan
melalui penerapan sistem informasi digital yang memungkinkan masyarakat untuk
mengakses laporan keuangan dan kebijakan desa secara real-time (Rahman, 2019).
Dengan adanya sistem ini, masyarakat dapat lebih mudah melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan program-program desa, sehingga potensi terjadinya korupsi dan
penyalahgunaan dana desa dapat diminimalisir. Untuk meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas, pemerintah desa perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan,
termasuk tokoh masyarakat, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil (Kurniawan,
2021). Kolaborasi ini dapat menciptakan lingkungan pemerintahan yang lebih terbuka,
sehingga kebijakan yang dibuat dapat lebih mencerminkan kebutuhan dan aspirasi
masyarakat.

Dalam konteks regulasi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
mengamanatkan bahwa setiap desa harus menyusun dan mempublikasikan laporan
keuangan serta perencanaan pembangunan desa secara terbuka kepada masyarakat
(Santoso, 2020). Implementasi regulasi ini masih menjadi tantangan di banyak desa,
terutama yang memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya manusia dan infrastruktur
teknologi. Dengan adanya pendekatan yang lebih sistematis dalam membangun
transparansi dan akuntabilitas, diharapkan tata kelola pemerintahan desa dapat berjalan
dengan lebih baik dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat desa
secara keseluruhan.

3. Kapasitas Aparatur Desa

Peningkatan kapasitas aparatur desa menjadi kunci dalam menciptakan pemerintahan
desa yang efektif dan profesional (Prasetyo, 2020). Menurut Kurniawan (2021),
pelatihan dan pendampingan bagi aparatur desa dapat meningkatkan pemahaman
mereka terhadap regulasi serta kemampuan teknis dalam mengelola administrasi desa.
Pelatihan yang sistematis dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk memastikan
bahwa aparatur desa memiliki kompetensi yang memadai dalam menjalankan tugas dan
fungsinya. Selain itu, peningkatan kapasitas juga mencakup aspek kepemimpinan dan
pengambilan keputusan berbasis data (Fauzan, 2023). Dengan memiliki pemahaman
yang kuat terhadap tata kelola pemerintahan desa, aparatur desa dapat lebih responsif

terhadap kebutuhan masyarakat serta mampu merancang kebijakan yang tepat sasaran.
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Dalam konteks era digital, penggunaan teknologi informasi juga menjadi bagian
penting dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa (Siregar, 2021). Sistem
administrasi berbasis digital dapat membantu aparatur desa dalam mengelola data dan
layanan secara lebih efisien, sehingga transparansi dan akuntabilitas dapat lebih mudah
terwujud. Selain pelatihan teknis, pendekatan berbasis komunitas dalam peningkatan
kapasitas aparatur desa juga penting untuk memastikan keberlanjutan program
pengembangan SDM (Hidayat, 2018). Kolaborasi dengan akademisi, organisasi
masyarakat, dan pemerintah daerah dapat memberikan dukungan yang lebih luas dalam
menciptakan pemerintahan desa yang lebih profesional dan kompeten.

4. Penggunaan Teknologi dalam Pemerintahan Desa
Pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan desa dapat
meningkatkan efisiensi layanan publik serta mempermudah akses informasi bagi
masyarakat (Siregar, 2021). Digitalisasi dalam sistem administrasi desa juga dapat
meminimalkan praktik korupsi dan maladministrasi (Rahman, 2019).
Selain itu, penggunaan sistem informasi desa berbasis digital dapat meningkatkan
keterbukaan dalam pengelolaan keuangan desa dan mempermudah monitoring terhadap
kebijakan yang dijalankan (Fauzan, 2023). Implementasi aplikasi e-Government di
beberapa desa terbukti mampu mengoptimalkan pelayanan administrasi dan
mempercepat proses birokrasi (Setiawan & Hidayat, 2022).
Teknologi juga berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pengambilan keputusan. Misalnya, melalui platform digital, masyarakat dapat
memberikan masukan langsung terkait perencanaan pembangunan desa serta
mengawasi pelaksanaan anggaran secara transparan (Kurniawan, 2021).
Meskipun manfaatnya besar, terdapat tantangan dalam penerapan teknologi di
pemerintahan desa, seperti keterbatasan infrastruktur dan rendahnya literasi digital
aparatur desa (Santoso, 2020). Oleh karena itu, diperlukan program pelatihan serta
dukungan kebijakan yang berkelanjutan untuk memastikan teknologi dapat diadopsi
secara efektif dalam manajemen pemerintahan desa (Hidayat, 2018).

5. Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintahan Desa
Partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan desa sangat diperlukan untuk
memastikan bahwa kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan warga (Putra,
2022). Dengan adanya keterlibatan aktif dari masyarakat, pemerintah desa dapat lebih

78| Page



Jurnal Pengabdian Masyarakat Hablum Minannas
ISSN :2829-7369, Vol.2 No.2 Edisi Oktober 2023
Published : 1-10-2023,

responsif dalam menangani permasalahan lokal serta meningkatkan kesejahteraan
masyarakat (Fauzan, 2023). Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa
partisipasi masyarakat yang aktif dalam musyawarah desa dapat menghasilkan
kebijakan yang lebih tepat sasaran (Permana, 2019). Pemerintah desa juga dapat
memanfaatkan media sosial dan platform digital lainnya untuk meningkatkan
keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan (Kurniawan, 2021).
Partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa tidak hanya terbatas pada musyawarah
desa, tetapi juga melalui mekanisme pengawasan terhadap implementasi kebijakan
yang telah disepakati. Dengan adanya sistem keterbukaan informasi, masyarakat dapat
lebih mudah memantau dan memberikan masukan terkait pelaksanaan program desa
(Hidayat, 2018). Hal ini dapat meningkatkan efektivitas pemerintahan desa dalam
mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Di sisi lain, keterlibatan masyarakat
juga dapat diwujudkan melalui kelompok-kelompok masyarakat seperti Badan
Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa, serta organisasi sosial
lainnya. Kelompok-kelompok ini dapat berperan sebagai jembatan komunikasi antara
pemerintah desa dan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan kebutuhan warga
(Rahman, 2019). Dengan demikian, pemerintahan desa dapat lebih inklusif dan
demokratis dalam menyusun serta melaksanakan kebijakan.

Selain itu, pemanfaatan teknologi digital juga menjadi faktor penting dalam
meningkatkan partisipasi masyarakat. Pemerintah desa dapat mengembangkan sistem
informasi desa yang memungkinkan warga untuk menyampaikan saran dan aspirasi
secara daring. Melalui platform ini, masyarakat dapat memberikan masukan langsung

terkait kebijakan dan program yang akan dijalankan pemerintah desa (Siregar, 2021).

METODE PELAKSANAAN
Untuk mencapai tujuan penguatan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan
akuntabel, metode pelaksanaan kegiatan ini akan dilakukan melalui beberapa tahapan utama,

yaitu:

1. Identifikasi Kebutuhan dan Permasalahan Tahap awal dilakukan dengan survei dan
wawancara dengan aparatur desa serta masyarakat untuk mengidentifikasi

permasalahan utama yang dihadapi dalam tata kelola pemerintahan desa. Hasil
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identifikasi ini akan menjadi dasar dalam merancang program pelatihan dan

pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan desa (Harahap, 2020).

2. Penyusunan Materi dan Modul Pelatihan Berdasarkan hasil identifikasi, tim pelaksana
akan menyusun materi pelatihan yang mencakup aspek regulasi, pengelolaan keuangan
desa, transparansi dan akuntabilitas, serta pemanfaatan teknologi dalam administrasi
pemerintahan desa. Materi pelatihan ini akan dirancang dalam bentuk modul yang

mudah dipahami oleh aparatur desa (Wahyudi, 2021).

3. Pelaksanaan Pelatihan dan Workshop Kegiatan pelatihan akan dilakukan dalam bentuk
workshop interaktif yang melibatkan para peserta secara aktif. Pelatihan ini mencakup
pemaparan teori, diskusi kelompok, serta simulasi dalam pengelolaan administrasi desa

yang transparan dan akuntabel (Sutrisno, 2019).

4. Pendampingan dan Evaluasi Setelah pelatihan, dilakukan pendampingan langsung di
desa-desa sasaran untuk memastikan implementasi hasil pelatihan dalam tugas sehari-
hari aparatur desa. Evaluasi berkala juga akan dilakukan untuk mengukur efektivitas

program serta memberikan perbaikan jika diperlukan (Fadillah, 2022).

5. Penerapan Teknologi dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Salah satu inovasi dalam
kegiatan ini adalah penerapan sistem informasi berbasis digital untuk meningkatkan
transparansi dalam pengelolaan keuangan dan administrasi desa. Pelatihan teknis
tentang penggunaan sistem ini akan diberikan kepada aparatur desa agar mereka

mampu mengelola informasi desa secara lebih efektif (Handoko, 2023).

6. Monitoring dan Laporan Hasil Kegiatan Hasil dari setiap tahapan akan
didokumentasikan dalam laporan kegiatan. Monitoring akan dilakukan untuk menilai
dampak dari pelatihan dan pendampingan yang telah dilakukan. Rekomendasi
kebijakan juga akan disusun berdasarkan temuan di lapangan untuk perbaikan tata

kelola pemerintahan desa ke depannya (Arifin, 2021).

Dengan metode pelaksanaan yang terstruktur dan berbasis kebutuhan, diharapkan program ini
dapat memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa serta

mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan keterampilan
aparatur desa dalam manajemen pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pelatihan dan
pendampingan yang dilakukan memberikan dampak positif terhadap peningkatan efektivitas
kerja aparatur desa dalam mengelola administrasi dan keuangan desa (Siregar, 2021). Selain
itu, implementasi teknologi informasi dalam sistem administrasi desa membantu meningkatkan
efisiensi dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Santoso, 2020).
Beberapa desa yang mengikuti program ini juga melaporkan adanya peningkatan partisipasi

masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan desa (Kurniawan, 2021).

Pelatihan yang diberikan juga meningkatkan kesadaran aparatur desa mengenai pentingnya
keterbukaan informasi kepada masyarakat (Rahman, 2019). Dengan adanya sistem informasi
digital, masyarakat dapat dengan mudah mengakses laporan keuangan dan kegiatan
pembangunan desa secara daring (Putra, 2022). Beberapa desa menunjukkan peningkatan
dalam kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan dana desa. Aparatur desa yang sebelumnya
kurang memahami aturan administrasi keuangan kini lebih tertib dalam penyusunan laporan
keuangan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku (Wahyudi, 2021). Selain manfaat yang
dirasakan dalam aspek administrasi, program ini juga berdampak pada peningkatan kualitas
layanan publik yang diberikan oleh pemerintah desa. Masyarakat merasa lebih puas dengan
layanan yang lebih cepat dan efisien karena sistem administrasi yang lebih tertata (Suharto,
2020). Meskipun program ini memberikan dampak positif, terdapat beberapa tantangan yang
dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan teknologi
(Harahap, 2020). Beberapa aparatur desa masih memerlukan pendampingan lebih lanjut untuk

dapat mengoperasikan sistem digital dengan optimal (Handoko, 2023).

Kendala lainnya adalah resistensi terhadap perubahan di kalangan aparatur desa yang telah
terbiasa dengan metode administrasi manual. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi komunikasi
yang lebih intensif untuk mendorong perubahan mindset dan budaya kerja yang lebih modern
(Arifin, 2021). Dari sisi keberlanjutan, diperlukan dukungan dari pemerintah daerah untuk
memastikan bahwa pelatihan dan pendampingan dapat terus dilakukan secara berkala.
Penyediaan fasilitas teknologi serta pelatihan lanjutan juga menjadi aspek yang perlu
diperhatikan agar sistem yang telah diterapkan dapat berjalan secara optimal (Fauzan, 2023).

Selain itu, kolaborasi antara pemerintah desa dengan sektor swasta dan akademisi juga dapat
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menjadi strategi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa (Permana, 2019). Dengan
adanya sinergi tersebut, diharapkan inovasi dalam manajemen pemerintahan desa dapat terus
berkembang dan menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Dampak positif lainnya adalah
meningkatnya rasa percaya masyarakat terhadap aparatur desa, karena adanya keterbukaan
informasi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran desa (Setiawan & Hidayat, 2022).
Kepercayaan masyarakat ini menjadi modal sosial penting dalam pembangunan desa yang

berkelanjutan.

Lebih lanjut, keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa menjadi
indikator keberhasilan program ini. Dengan sistem transparan, masyarakat dapat memberikan
masukan dan berpartisipasi dalam setiap tahap pengambilan keputusan (Fadillah, 2022).
Keberlanjutan dari program ini dapat diwujudkan dengan pembentukan tim monitoring dan
evaluasi yang terdiri dari perwakilan pemerintah desa, masyarakat, serta akademisi. Tim ini
bertugas untuk menilai efektivitas kebijakan dan memastikan program tetap berjalan dengan
baik (Sutrisno, 2019). Pentingnya dukungan regulasi yang lebih ketat dalam implementasi
sistem administrasi desa juga menjadi salah satu faktor keberhasilan program ini. Pemerintah
daerah perlu memberikan insentif bagi desa yang berhasil menerapkan tata kelola yang
transparan dan akuntabel (Prasetyo, 2020). Dengan adanya program ini, diharapkan dapat
menciptakan perubahan budaya kerja di tingkat desa, di mana transparansi dan akuntabilitas
menjadi norma yang dipegang teguh oleh seluruh aparatur desa (Hidayat, 2018). Secara
keseluruhan, program ini berhasil memberikan kontribusi yang signifikan dalam penguatan tata
kelola pemerintahan desa di Kabupaten Simalungun. Namun, masih terdapat beberapa
tantangan yang perlu diatasi, seperti keberlanjutan program pelatihan dan pendampingan serta
dukungan dari pihak terkait untuk memastikan implementasi program secara berkelanjutan

(Fauzan, 2023).

KESIMPULAN

Program pengabdian masyarakat ini berhasil meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam
manajemen pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Melalui pelatihan, pendampingan,
serta penerapan teknologi informasi, aparatur desa mampu memahami dan
mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance dalam tata kelola pemerintahan desa.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan keterampilan administrasi, pengelolaan
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anggaran, serta keterbukaan informasi kepada masyarakat. Selain itu, implementasi teknologi
informasi dalam sistem administrasi desa terbukti meningkatkan efisiensi dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa. Aparatur desa yang telah mengikuti pelatihan menjadi
lebih memahami pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana desa dan partisipasi
masyarakat dalam pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola desa yang
lebih modern dan berbasis teknologi dapat meningkatkan kualitas layanan publik serta
memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Namun, terdapat beberapa
tantangan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki
keterampilan teknologi serta resistensi terhadap perubahan di kalangan aparatur desa. Oleh
karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang lebih efektif untuk mendorong perubahan
budaya kerja yang lebih transparan dan akuntabel. Keberlanjutan program ini sangat
bergantung pada dukungan dari pemerintah daerah, akademisi, serta sektor swasta dalam
memberikan pendampingan berkelanjutan kepada aparatur desa. Selain itu, kebijakan regulasi
yang lebih ketat dalam tata kelola pemerintahan desa juga diperlukan untuk memastikan
implementasi program ini berjalan secara optimal. Dengan adanya program ini, diharapkan
tercipta perubahan sistemik dalam tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan dan
akuntabel. Keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada aspek teknis, tetapi juga pada
komitmen seluruh pihak yang terlibat untuk terus mendorong inovasi dan kolaborasi dalam

pembangunan desa yang lebih baik.
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